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 P U T U S A N 

Nomor 4037/Pdt.G/2022/PA.Tsm 
 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: 

 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

Kampung Cikadu RT 003 RW 010 Desa Guranteng 

Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang 

Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, 

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda 

Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari 

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus   yang telah didaftar 

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama 

Tasikmalaya Nomor 5200/Reg.K/2022/ PA.Tsm. tanggal 

17 Oktober 2022, sebagai Penggugat; 

Lawan 

XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

tinggal di Kampung Cikadu RT 003 RW 010 Desa 

Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten 

Tasikmalaya, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 
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DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 

Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 4037/Pdt.G/2022/PA.Tsm, 

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1.   Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2015  dihadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya, dengan REGISTER Akta Nikah Nomor : 

0019/019/I/2015;   

2.   Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal di 

kediaman bersama dan sudah berumah tangga selama kurang lebih 7 

tahun, yang hingga saat ini belum dikaruniai  keturunan ;   

3.   Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah mulai goyah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 yang 

akibatnya atau sudah 6 tahun antara penggugat dan tergugat telah pisah 

tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak 

pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;   

4.   Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

dikarenakan Faktor Ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab 

masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak 

menerima keadaan tersebut terutama masalah ekonomi;   

5.   Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah 

tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun 

kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan tersebut diatas, 

Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan 

Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang 

berkepanjangan ;   

6.   Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 
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yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan 

dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;   

7.   Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar atau alasan 

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan ;    

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2.   Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat (Kadar Solihin bin Uha 

Kuswara) terhadap Penggugat (Momoh binti Darta);   

3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

 Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

dan Tergugat telah  menghadap sendiri ke persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan 

nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya 

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah; 

Bahwa berdasarkan relas panggilan perkara Nomor 

4037/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal  3 Nopember 2022 ternyata alamat  

Tergugat tidak jelas karena di desa  Cihaubeti tidak terdapat kampung 

Pasirtamiang ;    

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat 

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),  

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak 

sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai 

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke 

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan 

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
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Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara 

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;  

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun 

kembali dengan Tergugat; 

Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa relas panggilan perkara 

Nomor 4037/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal  3 Nopember 2022 ternyata alamat  

Tergugat tidak jelas karena di desa  Cihaubeti tidak terdapat kampung 

Pasirtamiang,sehingga gugatan  penggugat  tersebut harus dinyatakan 

gugatan  yang Obscur Libel / gugatan  yang kabur , sehingga gugatan 

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya 

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis 

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang 

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini; 

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Menyatakan gugatan Penggugat  tidak dapat diterima(NO/ Niet 

Ontvankelijke verklaard); 

2. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.510.000,- ( lima ratus sepuluh  ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 
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Agama Tasikmalaya pada hari Kamis  tanggal 17 Nopember 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Ahir 1444 Hijriah oleh Drs. H. I. Nurul 

Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. dan 

Drs. H. Usep Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tati 

Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa 

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis,  
 
 

  
 
 

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. 
  

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
  
  
    
  
  

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. Drs. H. Usep Gunawan, S.H. 
 

Panitera Pengganti, 
 

  

 
Tati Suprapti, S.H. 

 

Rincian biaya: 
1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,- 
2. Biaya ATK Perkara : Rp.   50.000,- 
3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,- 
4. Biaya Panggilan : Rp.  390.000,- 
5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,- 
6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,- 

JUMLAH : Rp.  510.000,- 
(lima ratus sepuluh ribu rupiah). 
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